
CASCADING DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANGGAI

SASARAN 

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  

Jumlah retribusi daerah yang di hasilkan dari sarana distribusi perdagangan 

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan  

Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan 

Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi 
Perdagangan  

Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana 
Distribusi Perdagangan 

Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana 
Distribusi Perdagangan 

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat 
di Wilayah Kerjanya  

Cakupan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 
Masyarakat di Wilayah Kerjanya  

Pembinaan dan Pengendalian 
Pengelola Sarana Distribusi 

Perdagangan 

Terlaksananya Pembinaan dan 
Pengendalian Kepada Pengelola 

Sarana Distribus Perdagangan 

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 
dan Pengendalian Kepada 

Pengelola Sarana Distribusi 
Perdagangan 

Pemberdayaan Pengelola Sarana 
Distribusi Perdagangan 

Terlaksananya Pembinaan dan 
Pengendalian Kepada Pengelola 
Sarana Distribusi Perdagangan  

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 
dan Pengendalian Kepada 

Pengelola Sarana Distribusi 
Perdagangan 

PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING  

Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 

Tingkat Ketersediaan 
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting di Tingkat 
Agen dan Pasar Rakyat  

Tersedianya Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen 
dan Pasar Rakyat 

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Ketersediaan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 
Tingkat Agen dan Pasar Rakyat  

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Peningkatan Aksesibilitasi 

Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting di Tingkat Agen 

dan Pasar Rakyat 

Tersedianya Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Peningkatan Aksebilitas  

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat  

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 

Pengendalian Kepada Pengelola Sarana 
Distribusi Perdagangan 

Pengendalian Ketersediaan 
Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting di Tingkat Agen 
Pasar Rakyat 

Terlaksananya Pembinaan dan 
Pengendalian Kepada Pengelola 
Sarana Distribusi Perdagangan 

Terlaksananya Pembinaan dan 
Pengendalian Kepada Pengelola 
Sarana Distribusi Perdagangan 

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota  

Cakupan kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar 
Kabupaten 

Pemantauan Harga dan Stok Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting pada Pelaku Usaha Distribusi 
Barang dalam 1 Kabupaten/Kota 

Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan 
Stok Barang Kebutuahan Pokok dan Barang 

Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang 
Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota  

Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok 
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 
Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 

(Satu) Kabupaten/Kota  

Pemantauan Harga dan Stok 
Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting Pada Pasar Rakyat 
yang Terintegrasi dalam Sistem 

Informasi Perdagangan 

Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok 
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam 
Sistem Informasi Perdagangan  

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 
dan Pengendalian Kepada Pengelola 

Sarana Distribusi Perdagangan 

Pelaksanaan Operasi Pasar 
Reguler dan Pasar Khusus yang 

Berdampak dalam 1 (Satu)  

Tersedianya Laporan Pelaksanaan 
Operasi  Pasar Reguler dan Pasar 
Khusus yang Berdampak dalam 1 

(Satu) Kabupaten/Kota  

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Operasi Pasar Reguler dan Pasar 
Khusus yang Berdampak dalam 1 

(Satu) Kabupaten/Kota 

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase kinerja realisasi pupuk  

SUB KEGIATAN Pemeriksaan 
Kelengkapan Legalitas Dokumen 

Periizinan 

Terlengkapinya Kelengkapan 
Legalitas Dokumen Perizinan 

Jumlah Dokumen Kelengkapan 
Legalitas Dokumen Perizinan 

SUB KEGIATAN Pengawasan 
Pengadaan Pupuk dan Pestisida 

Bersubsidi 

Tersedianya Laporan Pengawasan 
Pengadaan Pupuk dan Pestisida 

Bersubsidi 

Jumlah laporan Pengawasan 
Pengadaan Pupuk dan Pestisida 

Bersubsidi 

SUB KEGIATAN Pengawasan 
Penyaluran dan Penggunaan 

Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 

Tersedianya Laporan Pengawasan 
Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan 

Pestisida Bersubisidi dengan Realisasi 
Minimal 90% 

Jumlah Laporan Pengawasan 
Penyaluran dan Penggunaan Pupuk 

dan Pestisida Bersubsidi dengan 
Realisasi Minimal 90%  

Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat 
Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 

Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan 
untuk Izin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan  

Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan  Perizinan 
Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan 

Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik 

Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan 
Perizinan Pasar Rakyat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  

Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan 
Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko 

Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Penerbitan Tanda Daftar Gudang 

Persentase penerbitan TDG 

Fasiltasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 

Tersedianya Dokumen Tanda Daftar 
Gudang 

Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima 
Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri 

Persentase Penerbitan STPW yang tepat waktu untuk Penerima Waralaba 
dari waralaba dalam Negeri  

Fasilitasi Perizinan Surat Tanda 
Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba 
(STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara 

Elektronik 

Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda 
Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) 

Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik 

Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda 
Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba 
(STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara 

Elektronik 

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 
Perolehan Surat Tanda 

Pendaftaran dan/atau Lanjutan 
Waralaba (STPW) Dalam Negeri 

Verifikasi Persyaratan Sebagai Proses 
Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat 
Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan 

Waralaba (STPW) Dalam Negeri 

Jumlah Dokumen yang diverifikasi 
sebagai Pemenuhan Komitmen 

Perolehan Surat Tanda Pendaftaran 

dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) 

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba 
Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri  

Tingkat Ketepatan Waktu Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk 
penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri 

Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat 
Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan 
Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara 

Elektronik Luar Negeri 

Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan 
Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba 

(STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri 

Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan 
Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran 

dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi 
Secara  Elektronik Luar Negeri 

Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat 
Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan 

Waralaba (STPW) Luar Negeri 

Verifikasi Persyaratan Sebagai Proses 
Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran 

dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar 
Negeri 

Jumlah Dokumen yang diverifikasi 
sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat 

Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan 
Waralaba (STPW) Luar Negeri 

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman 
Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual 

Langsung Minum di Tempat 

Persentase Usaha Perdagangan untuk pengecer dan penjual 
langsung minuman Beralkohol Golongan B dan C yang memiliki izin  

Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 
Minuman Beralkohol Golongan B dan C 

Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer dan 
Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer dan 
Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C 

yang diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

 Penerbitan Surat Keterangan Asal  (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah 
ditetapkan sebagai Instansi Penerbitan Surat Keterangan Asal  

Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu  

Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 

Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 

Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 

Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan 
Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  

Presentase Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan  berbahaya dan pengawasan  
distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kabupaten 

SUB KEGIATAN Pemeriksaan 
Penyimpanan Bahan Berbahaya 

Terlaksananya Pemeriksaan 
Penyimpanan Bahan Berbahaya 

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan 
Penyimpanan Bahan Berbahaya 

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 
Pemeriksaan Distribusi Bahan 

Berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2 

Terfasilitasinya Proses Pemenuhan 
Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan 

Berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Proses Pemenuhan Komitmen 
Pemeriksaan Distribusi Bahan 

Berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2 

Pengawasan Distribusi, 
Pengemasan dan Pelabelan Bahan 

Berbahaya Terhadap Pengguna 
Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) 

maupun Produsen B2 (P-B2) 

Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, 
Pengemasan dan Pelabelan  Bahan Berbahaya 

Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan 
Berbahaya (PA-B2) maupun Pordusen B2 (P-B2) 

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 
Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan 

Bahan Berbahaya Terhadap Distributor 
B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya 

(PA-B2) maupun Produsen B2 (P -B2) 

Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (SATU)  Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Pameran Dagang dan Misi dagang dalam Rangka Promosi Produk Eksport Unggulan daearah yang di ikuti  

Pembinaan dan Pengembangan 
Usaha Produk Ekspor Unggulan 

Kabupaten/Kota 

Terbinanya dan Berkembangnya 
Pelaku Usaha Produk Ekspor 
Unggulan Kabupaten/Kota 

Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor 
Unggulan yang Dibina  

Pameran Dagang Nasional  

Terfasilitasinya Pelaku Usaha 
yang Berorientasi Ekspor pada 

Pameran Dagang Nasional 

Jumlah Pelaku Usaha yang 
Difasilitasi Dalam Pameran 

Dagang 

Pameran Dagang Lokal 

Terfasilitasinya Pelaku Usaha 
yang Berorientasi Ekspor pada 

Pameran Dagang Lokal 

Jumlah Pelaku Usaha yang di 
Fasilitasi dalam Pameran 

Dagang Lokal 

Misi Dagang Bagi Produk Ekspor 
Unggulan 

Terfasilitasinya Pelaku Usaha 
yang Berorientasi Ekspor pada 

Pelaksanaan Misi Dagang Produk 

Jumlah Pelaku Usaha yang di 
fasilitasi dalam Misi Dagang 

Produk Ekspor Unggulan  

Peningkatan Citra Produk 
Ekspor 

Meningkatnya Citra Produk 
Ekspor 

Jumlah produk Unggulan Ekspor 
Daerah yang disusun Menjadi 

Materi Promosi 

Pembinaan Pelaku Usaha 
Ekspor 

Terbinanya Pelaku Usaha 
Ekspor 

Jumlah Pelaku Usaha Ekspor 
yang di Bina  

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri  

Cakupan Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk IKM dan UMKM Lokal 

Pelaksanaan Promosi Penggunaan 
Produk Dalam Negeri di Tingkat 

Kabupaten/Kota 

Terlaksananya Promosi Penggunaan 
Produk Dalam Negeri di Tingkat 

Kabupaten/Kota 

Jumlah UMKM yang Melaksanakan 
Promosi Penggunaan Produk Dalam 
Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 

Peningkatan Sistem dan Jaringan 
Informasi Perdagangan 

Tersedianya Sistem dan Jaringan 
Informasi Perdagangan 

Jumlah Data dan Informasi Sistem 
dan jaringan Informasi 

Perdagangan 

Pemasaran dan Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam 

Negeri di Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam 
Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh 

UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, 
Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi  

Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran 
Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan 

dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan 
Jasa Akomodasi 

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan  

Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera 
ulang dalam tahun berjalan  

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa 
Tera, Tera Ulang  

Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, 
Alat Takar, Perlengkapan Terhadap 

Ketentuan yang Berlaku 

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat 
Timbang, dan Alat Perlengkapan di 

Tera Ulang 

Pengawasan/Penyuluhan 
Metrologi Legal  

Pelaku Usaha di Bidang 
Metrologi Legal yang Di bina  

Jumlah Pelaku Usaha di Bidang 
Metrologi Legal  yang di Bina  

Penyidikan Metrologi  

Terlaksananya Penyidikan 
Metrologi Legal  

Jumlah Unit Hasil Penyidikan 
Metrologi Legal  

Penyusunan  dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri  Kabupaten/Kota 

Jumlah Sasaran Pembangunan INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RPIP YANG DITETAPKAN DALAM RPIK YANG DI CAPAI 

Penyusunan Rencana Pembangunan 
Industri Kabupaten/Kota 

Tersusunnya Rencana Pembangunan 
Industri 

Jumlah Dokumen Rencana 
Pemabangunan Industri 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Kebijakan 

Percepatan Pengembangan, 
Penyebaran dan Perwilayahan 

Industri 

Terselenggaranya Koordinasi, 
Sinkronisasi dan pelaksanaan Kebijakan 

Percepatan, Pengembangan, Penyebaran 
dan Perwilayahan Industri  

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan 

Percepatan, Pengembangan, Penyebaran 
dan Perwilayahan Industri  

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pembangunan 

Sumber Daya Industri 

Tersedianya Laporan Koordinasi, 
Sinkronisasi dan Pelaksanaan 
Pembangunan Sumber Daya 

Industri 

Jumlah Laporan Koordinasi, 
Sinkronisasi dan Pelaksanaan 
Pembangunan Sumber Daya 

Koordinasi,Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Industri  

Terselenggaranya Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Industri 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pembangunan 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pemberdayaan 

Industri dan Peran Serta 
Masyarakat 

Terselenggaranya Koordinasi, 
Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Industri dan Peran 
Serta Masyarakat 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Industri dan Peran 

Serta Masyarakat  

Evaluasi Terhadap Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Industri 

Di Evaluasinya Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Industri 

Jumlah Dokumen Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Industri 

Penerbitan  Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan 
Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)  

Persentase Izin usaha industri (IUI)  dan izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan 
Menengah yang diterbitkan 

Fasilitasi  Izin Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, 
IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem 

Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi 
dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik 

Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor 

Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk 
Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah -Tinggi dan 

Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS  

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan 
Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri 

dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha 
dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas 

yang Terintegrasi dengan Sistem OSS 

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup 

IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewengangan 
Kabupaten/Kota 

Terselenggaranya  Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha 

Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan 
Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota  

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam 

Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan 
Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri 

Penyediaan Informasi Industri Untuk Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Ketersediaan Informasi Industri Kewenangan Kabupaten secara Lengkap dan terkini  

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan 
Analisis Data Industri, Data Kawasan 

Industri Serta Data Lain Lingkup 
Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi 

Industri Nasional (SIINas) 

Terfasilitasinya  Pengumpulan, Pengolahan dan 
Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta 
Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem 

Informasi Industri Nasional (SIINas)  

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, 
Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data 

Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup 
Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi 

Diseminasi, Publikasi Data 
Informasi dan Analisa Industri 

Kabupaten/Kota Melalui SIINas  

Terdisemasi  dan Terpublikasikannya 
Data Informasi dan Analisis Industri 

Kabupaten/Kota Melalui SIINas  

Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi 
dan Publikasi Data Informasi dan 
Analisis Industri Kabupaten/Kota 

Melalui SIINas 

Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan 
Perusahaan Industri dan Perusahaan 

Kawasan Industri Lingkup 
Kabupaten/Kota dalam Penyampaian 

Data ke SIINas 

Terpantau dan di Evaluasinya Kepatuhan 
Perusahaan Indutri dan Kawasan Industri 

Lingkup Kabupaten/Kota dalam 
Penyampaian Data ke SIINas  

Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan 
dan Evaluasi Kepatuhan Perusahan 

Industri dan Perusahaan Kawasan 
Industri Lingkup Kabupaten/Kota 

dalam Penyampaian Data ke SIINas 

Penatusahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota  

capaian Kinerja Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten 

Penetapan Prosedur dan Persyaratan 
Izin Pemanfaatan Langsung Panas 

Bumui dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Ditetapkannya Prosedur dan Persyaratan 
Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi 

Dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin 

Pemanfaatan Langsung Panas Bumi 
dalam Daerah Kabupaten/Kota yang 

ditetapkan 

Penyusunan Rekomendasi 
Perizinan dan Informasi Izin 

Pemanfaatan Langsung Panas 
Bumi Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan 
Informasi Izin Pemanfaatan Langsung 

Panas Bumi dalam Daerah 
Kabupaten/Kota  

Jumlah Rekomendasi Perizinan 
dan Informasi Izin Pemanfaatan 

langsung Panas Bumi dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Pengendalian dan Pengawasan 
Pelaksanaan Perizinan 

Pemanfaatan Langsung Panas 
Bumi dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Terlaksananya Pengendalian dan 
Pengawasan Pelaksanaan Perizinan 
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi 

dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian  
dan Pengawasan Pelaksanaan 

Perizinan Pemanfaatan Langsung 

Panas Bumi dalam Daerah 
Kabupaten/Kota  

PERESENTASE  KOEFISIEN VARIASI HARGA ANTAR WAKTU  

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN  

1. PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (IUP/SIUP PUSAT PERBELANJAAN DAN IUTM/IUTS/SIUP TOKO SWALAYAN)  
2. OMZET PELAKU USAHA PERDAGANGAN  

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 

PERESENTASE PERTUMBUHAN EKSPOR NON MIGAS 

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 

PERSENTASE PRODUK IKM DAN UMKM LOKAL YANG DIKONSUMSI/DIGUNAKANOLEH MASYARAKAT 

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 

1. PERSENTASE ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH YANG BERLAKU 
2. .JUMLAH BARANG DAN JASA SESUAI MUTU 

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 

PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RPIP YANG DITETAPKAN  DALAM RIPIK 

PROGRAM PENEGNDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 

PERSENTASE HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DAN IZIN PERLUASAN 
INDUSTRI (IPUI) KECIL DAN MENENGAH YANG DI KELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT 

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 

1. PERSENTASE  DATA PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWAASN INDUSTRI DI KABUPATEN YANG MASUK DALAM 
SIINAS TERHADAP TOTAL POPULASI PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI  

2.NILAI PRODUKSI  INDUSTRI PER  SEKTOR  

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 

Presentase Perusahaan  Pemanfaatan Panas Bumi yang memiliki Izin di Kabupaten 

SASARAN ESELON 
III 

PROGRAM 

INDIKATOR 
PROGRAM  

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  

PERESENTASE KONSTRIBUSI SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN TERHADAP RETRIBUSI DAERAH  

Meningkatnya  sarana distribusi perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah  MENINGKATNYA STABILITAS HARGA BAHAN POKOK DAN BAHAN PENTING  MENINGKATNYA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN  Meningkatnya  Ekspor Non Migas untuk Mendukung Perekomomian Daerah  Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk IKM dan UMKM Lokal MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KONSUMEN  Meningkatnya pembangunan Industri daerah berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK)  MENINGKATNYA PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI MENINGKATNYA PENGELOLAAN SIINAS DENGAN BAIK Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi Baru terbarukan (panas bumi )  

SUB KEGIATAN 

INDIKATOR 

SASARAN 
ESELON IV 

KEGIATAN  

INDIKATOR 
KEGIATAN  

SASARAN 
ESELON III  Tersediannya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  

Meningkatnya  Pembinaan terhadap pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 
Masyarakat di wilayah kerjanya  MENINGKATNYA KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH  Meningkatnya Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pasar  Meningkatnya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah 

Terlaksanannya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar 
Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko 

Swalayan  

Terlaksananya  Penerbitan Tanda Daftar 
Gudang 

Meningkatnya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba 
(STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri 

Terlaksananya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (SPTW) untuk 
untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri  

Meningkatnya Usaha Perdagangan untuk pengecer dan 
penjual langsung minuman Beralkohol Golongan B dan C 

Terlaksananya Penerbitan surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kab/Kota yang 
telah Di Tetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) 

Meningkatnya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengawasan dan 
Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produksi Ekspor  Unggulan yang Terdapat Pada Satu Daerah  MENINGKATNYA PELAKSAAN PROMOSI,PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK IKM DAN UMKM LOKAL MENINGKATNYA METROLOGI LEGAL BERUPA TERA, TERA ULANG,DAN PENGAWASAN Meningkatnya Penyusunan, Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 

TERLAKSANANYA PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI),IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA 
KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN kabupaten  Tersedianya Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota  Meningkatnya Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten 

Tersedianya data Sarana Distribusi 
Perdagangan 

Jumlah Data Yang di Sediakan 

Tersedianya data Fasilitasi Pengelolaan 
Sarana Distribusi Perdagangan 

Jumlah Data Yang di Sediakan  

Tersedianya data Data Pembinaan 
dan Pengendalian Kepada Pengelola 

Sarana Distribusi Perdagangan 

Jumlah Data Yang di Sediakan 

Tersedianya data Pembinaan  

Jumlah Data Yang di Sediakan 

 Tersedianya Data Laporan 
Koordinasi dan Sinkronisasi 

Ketersediaan Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting di tingkat 

Agen dan Pasar Rakyat  

Jumlah Data yang di Sediakan 

Tersedianya Data Laporan 
Koordinasi dan Sinkronisasi 

Peningkatan Aksebilitas Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting di Tingkat Agen dan Pasar 
Rakyat 

Tersedianya Data Pembinaan 
dan Pengendalian Kepada 

Pengelola Sarana Distribusi 
Perdagangan 

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya data Pemantauan Harga 
dan Stok Barag Kebutuhan Pokok 
dan Barang Penting Pada Pelaku 
Usaha Distribusi Barang Dalam 1 

(Satu) Kabupaten/Kota  

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data Pemantauan 
Harga dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting Pada Pasar Rakyat Yang 

Terintegrasi dalam Sistem 
Informasi Perdagangan 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data Pelaksanaan 
Operasi Pasar Reguler dan Pasar 
Khusus yang Berdampak dalam 1 

(Satu) Kabupaten/Kota 

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

Tersedianya  Data Kelengkapan 
Legalitas Dokumen Perizinan  

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya  Data Pengawasan 
Pengadaan Pupuk dan Pestisida 

Bersubsidi 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data Pengawasan 
Penyaluran dan Penggunaan 

Pupuk dan Peptisida Bersubsidi 
dengan Realisasi Minimal 90%  

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya  Data Rekomendasi Pemenuhan Komitmen 
Perolehan Perizinan Pasar Rakyat Perbelanjaan, dan Toko 

Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik  

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

Tersedianya  Data Tanda Daftar Gudang  

Tersedianya Data Proses Perizinan Surat 
Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan 
Waralaba (STPW) Pendaftaran Dalam 
Negeri Terintegrasi Secara Elektronik  

Tersedianya  Data Verifikasi 
Persyaratan Perolehan Surat 
Tanda Pendaftaran dan/atau 
Lanjutan Waralaba (STPW) 

Dalam Negeri 

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya  Data Sistem Pelayanan Perizinan 
Lanjutan Surta Tanda Pendaftaran dan/atau 

Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi 
Secara Elektronik Luar Negeri  

Tersedianya Data Verifikasi  
Persyaratan Sebagai Proses 

Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda 
Pendaftaran dan/atau Lanjutan 
Waralaba (STPW) Luar Negeri 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan Untuk Pengecer dan Penjual Langsung 

Minuman Beralkohol  Golongan  B dan C Melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusahassaha Terintegrasi Secara 

Elektronik 

   Jumlah Data yang di Sediakan 
Jumlah Data yang di Sediakan  

 

Tersedianya Data Dokumen  Penerbitan Surat Keterangan Asal  
Tersedianya Data Hasil Pemeriksaan 

Penyimpanan Bahan Berbahaya 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data Pemenuhan 
Komitmen Pemeriksaan 

Distribusi Bahan Berbahaya Bagi 
P-B2 dan PA-B2 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data Pengawasan Distribusi 
Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan 

Bahan Berbahaya Terhadap Distributor 
B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya 
(PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2) 

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

Tersedianya Data Pelaku Usaha Yang 
telah di Bina Produk Ekspor 

Unggulannya  

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

Tersedianya Data Pelaku Usaha 
yang Berorientasi Ekspor Pada 

Pameran Dagang Nasional 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data Pelaku Usaha 
yang Berorientasi Ekspor pada 

Pameran Dagang Lokal 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data Pelaku Usaha 
Yang Berorientasi Ekspor pada 

Pelaksanaan Misi Dagang Produk 

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

Tersedianya Data Citra Produk 
Ekspor 

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

Tersedianya Data Pelaku Usaha  
Ekspor 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data Promosi  
Penggunaan Produk Dalam Negeri di 

Tingkat (Kabupaten/Kota)  

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

Tersedianya Data Sistem dan 
Jaringan Informasi Perdagangan 

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

Tersedianya Data Pemasaran Produk Dalam  
Negeri  Terutama Produk yang Dihasilkan 
Oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan 

Retail, Marketplace, Perhotelan dan jasa 
Akomodasi  

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

Tersedianya Data Kesesuaian Alat 
Ukur, Alat Takar, Perlengkapan 

Terhadap Ketenteuan Yang Berlaku 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data Pelaku Usaha di 
Bidang Metrologi Legal Yang di 

Bina 

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

Tersedianya Data Penyidikan 
Metrologi Legal 

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

Tersedianya Data Rencana 
Pembangunan Industri 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data Koordinasi, 
Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Kebijakan Percepatan 
Pengembangan, Penyebaran dan 

perwilayahan Industri 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data Koordinasi , 
Sinkronisasi dan Pelaksanaan 
Pembangunan Sumber Daya 

Industri 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Industri 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data Koordinasi, 
Sinkronisasi dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan Industri  dan 

Peran Serta Masyarakat 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya  Data Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Industri  

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data Kesesuaian Persyaratan Teknis 
Perizinan Berusaha Ekspor Industri dan/atau 
dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk Bidang 

Usaha Dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan 
Tinggi, Melalui SIINAS yang Terintegrasi dengan 

Sistem OSS  

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengaawasan Perizinan di Bidang Industri 
dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, 

Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan 
Kawasan Industri Kewenangan  

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

Tersedianya Data Pengumpulan, 
Pengolahan dan Analisis Data Indsutri, 

Data Kawasan Industri Serta Data 
Lingkup Kabupaten/Kota Melalui 

Sistem Informasi Industri Nasional 
(SIINAS) 

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

Tersedianya Data Informasi dan 
Analisis Industri 

Kabupaten/Kota Melalui SIINAS 
yang telah Terpublikasikan 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data Pemantauan 
dan Evaluasinya Kepatuhan 

Perusahaan Industri dan 
Kawasan Industri Lingkup 

Kabupaten/Kota dalam 
Penyampaian Data ke SIINAS 

Jumlah Data yang di Sediakan 
 

Tersedianya Data  Prosedur dan 
Persyaratan Izin Pemanfaatan 

Langsung Panas Bumi dalam Daerah  

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

Tersedianya Data Rekomendasi 
Perizinan dan Informasi Izin 

Pemanfaatan Langsung Panas 
Bumi dalam Daerah 

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

Tersedianya Data Pengendalian 
dan Pengawasan Pelaksanaan 

Perizinan Pemanfaatan 
Langsung Panas Bumi Dalam 

Daerah 

Jumlah Data yang di Sediakan  
 

INDIKATOR 

SASARAN 
STAFF 

MISI KE - 2 MISI KE - 2 

MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN 
EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN 

BERDAYA SAING MELALUI 
PEMANFAATAN TEKNOLOGI  

TUJUAN KEPALA DAERAH TUJUAN KEPALA DAERAH 

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan agar 
Mandiri, Produktif dan Berdaya Saing 

melalui Pemanfaatan Teknologi berbasis 
Potensi Sumber Daya Alam dan Keunggulan 

Lokal 

INDIKATOR TUJUAN KEPALA DAERAH INDIKATOR TUJUAN KEPALA DAERAH 
Pertumbuhan Usaha Perdagangan,  

Koperasi, UMKM dan IKM dalam  
PDRB 

SASARAN KEPALA DAERAH  SASARAN KEPALA DAERAH 
Menimgkatnya Kualitas Perdagangan, 
Industri Rumah Tangga, Koperasi dan 
UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha 

INDIKATOR SASARAN                   
KEPALA DAERAH 

INDIKATOR SASARAN                   KEPALA 
DAERAH 

Kontribusi Usaha Perdagangan,  
Koperasi, UMKM dan IKM terhadap  

PDRB 

TUJUAN ESELON II TUJUAN ESELON II 

PENINGKATAN PERAN DAN KONTRIBUSI 
USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI 
KECIL DALAM PEREKONOMIAN DAERAH 

INDIKATOR TUJUAN ESELON II INDIKATOR TUJUAN ESELON II 1.KONTRIBUSI PERDAGANGAN 
BESAR DAN ECERAN, BUKAN 
MOBIL DAN SEPEDA MOTOR 
DALAM PDRB 

2. KONTRIBUSI INDUSTRI 
PENGOLAHAN NON MIGAS 
DALAM PDRB 

SASARAN ESELON II SASARAN ESELON II 

1. MENINGKATNYA 
KINERJA 
PERDAGANGAN 
DALAM NEGERI DAN 
PERLINDUNGAN 

INDIKATOR SASARAN ESELON II INDIKATOR SASARAN ESELON II 1. PERSENTASE PERTUMBUHAN 
NILAI EKSPOR NON MIGAS 
2. PERSENTASE USAHA 
PERDAGANGAN YANG TERTIB 
USAHA/NIAGA 

1. PERSENTASE 
PERTUMBUHAN IKM DI 
DAERAH 

2. MENINGKATNYA 
DAYA SAING 
INDUSTRI KECIL DAN 
MENENGAH (IKM) 


